LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian

62



Surat Izin Penelitian

63



Surat Izin Penelitian (Satpol PP Semarang)

64



Wawancara bersama Kasatpol PP Kota Semarang

65



Wawancara bersama Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika
Soegijapranata

66



Hasil Antiplagiarism

=\

PLAGIARISM
CHECK

I

U

8 070/ PLAGIARISM 2.76% IN QUOTES '@
n O APPROXIMATELY

Report #13844279

BAB | PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Indonesia
merupakan negara hukum, itulah yang diamanatkan secara
tegasdalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
RepublikIndonesia 1945. Sebagainegara hukum, Indonesia
wajib menempatkan hukum sebagailandasan dasardan pedoman
dari setiap pelaksanaan kehidupan berbangsa dan
bernegaranya. Dalam berbagai literatur, negara hukum kerap
diterjemahkan denganistilah rechtstaats (Eropa Kontinental)
atau rule of law (Anglo Saxon). Paham mengenai

rechstaats sendiri mulai dipopulerkan oleh ahli-ahli hukum
Eropa Kontinental pada abad ketujuh belas sebagai akibat

dari situasi politik Eropa yang didominasioleh

absolutisme monarki. Karena konsepinilahirdari

perjuangan melawan absolutisme, maka rechstaats dianggap
sebagai paham negara hukum yang bersifat revolusioner.

Pada dasarnya konsep rechstaats mengarahkan dirinya kepada
pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam perjalanan waktu konsep rechstaats telah mengalami
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